
ITDC JADI WAJIB PAJAK TERBESAR DI LOMBOK TENGAH, SETORANNYA BERAPA

https://finfyi.com/blog/itba-pan/

TEMPO.CO,  Jakarta  -PT  Pengembangan  Pariwisata  Indonesia  (Persero)/Indonesia  Tourism

Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua

Bali dan The Mandalika Lombok NTB, meraih penghargaan sebagai Kategori Wajib Pajak Badan dengan

Kontribusi Terbesar Tahun Pajak 2021 di Lombok Tengah. 

Sebagai Wajib Pajak Badan, ITDC tercatat telah memberikan kontribusi setoran pajak sebesar lebih

dari Rp68,7 Miliar kepada negara pada wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Lombok, NTB pada tahun

pajak 2021.

Kontribusi  pajak  ITDC sebagai  BUMN diperoleh  dari  seluruh  pembangunan di  Kawasan  The

Mandalika baik dari pembangunan infrastruktur kawasan dan pendukung berupa konstruksi pembangunan

jalan, lahan parkir, Sirkuit, serta fasilitas dan amenitas di dalam Kawasan, hingga penyelenggaraan event

balap internasional World Superbike pada tahun 2021 (tidak termasuk penjualan tiket).Penghargaan telah

diberikan kepada ITDC saat  acara  Pekan Panutan dan Tax Gathering yang berlangsung di  Ballroom

Kantor  Bupati  Lombok  Tengah,  10  Maret  2022  lalu.Penyerahan  penghargaan  dilakukan  oleh  Wakil

Bupati Lombok Tengah M Nursiah kepada ITDC melalui Project Support Manager Aulia Rachman. Ini

merupakan kali ketiga ITDC menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya,

dimana sebelumnya telah meraih penghargaan atas Wajib Pajak dengan Kontribusi Signifikan tahun 2017

dan 2020.

Sebagai informasi, Penghargaan Wajib Pajak Badan dengan Kontribusi Terbesar Tahun Pajak 2021

merupakan penghargaan yang diberikan oleh KPP Pratama Praya kepada badan usaha yang berada di

Kabupaten Lombok Tengah atas kontribusi para wajib pajak melalui pencapaian target terbaik dengan

pertimbangan bahwa para wajib pajak tersebut patuh terhadap peraturan perpajakan..
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Sumber berita:

1. https://bisnis.tempo.co/read/1575764/itdc-jadi-wajib-pajak-terbesar-di-lombok-tengah-setorannya-

berapa/full&view=ok /di akses tanggal 29 Maret 2022;

2. https://insidelombok.id/berita-utama/itdc-serahkan-rp687-miliar-pajak-kek-mandalika-ke-negara/

diakses 28 Maret 2022

Catatan:

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas  Daerah.Pendapatan  Daerah  adalah  semua hak

Daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang

bersangkutan.1 Pendapatan Asli  Daerah yang selanjutnya disingkat  PAD adalah pendapatan Daerah

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak

mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.3 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.4

Pajak Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya  disingkat  PBB-P2 adalah

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau  Badan.5 Bumi  adalah  permukaan bumi  yang meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman.  Bangunan

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah

permukaan Bumi.6

1 Pasal 1 angka (12), (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
2 Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3 Pasal 1 Angka 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;
4 Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5 Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6 Pasal 1 angka (34) dan (35) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
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Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB
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